MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 02/PRT/M/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 perlu diadakan penyempurnaan Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor 49/KPTS/M/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.;

	
	
	
	

	
	
	b.
	bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

	
	
	
	

	
	
	2.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

	
	
	
	

	
	
	3.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004;

	
	
	
	

	
	
	4.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

	
	
	
	

	
	
	5.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;


M E M U T U S K A N :

	Menetapkan 
	:
	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.


Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

	1.
	Pembukuan adalah proses pencatatan, klasifikasi serta akumulasi dari semua bukti-bukti transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang yang dibebankan pada DIPA baik melalui bendahara maupun melalui kantor KPPN termasuk pencatatan dokumen aplikasi dan otorisasi pinjaman/hibah luar negeri.

	
	

	2.
	Buku Kas Umum (BKU) adalah buku untuk mencatat/mengetahui jumlah-jumlah yang diterima, dikeluarkan dan sisa yang ada dibawah penurusan bendahara yang harus dipertanggungjawabkan.

	
	

	3.
	Buku Pembantu adalah buku untuk mengakumulasikan transaksi-transaksi kedalam klasifikasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan..

	
	

	4.
	Buku tambahan adalah buku untuk mencatat dan merinci semua transaksi untuk tujuan pengendalian sesuai keperluan.

	
	

	5.
	Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum

	
	

	6.
	Satuan Kerja (Satker) adalah Kantor plaksana kegiatan.

	
	


Pasal 2

Peraturan menteri ini ditetapkan agar kepala satuan kerja bertangungjawab baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan satuan kerja sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran yang dibebankan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

	a.
	Pembukuan satuan kerja;

	b.
	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

	c.
	Mekanisme pemberian kuasa pengguna anggaran;

	d.
	Laporan bulanan;

	e.
	Laporan tahunan;

	f.
	Pejabat pengganti sementara kepada satuan kerja/pejabar pembuat komiten dan bendahara.


Pasal 4

Kepada semua unit organisasi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor 49/KPTS/M/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah tanggal 14 Juli 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.
Latar Belakang

Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lain yang dipersamakan.

Guna memenuhi tanggung jawab tersebut, Kepala Satuan Kerja dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, selain perlu ditunjang oleh kemampuan teknis juga perlu ditunjang dengan kemampuan mengelola anggaran yang menjadi tanggungjawabnya agar dalam pelaksanaannya terarah, terkendali sesuai dengan rencana strategis departemen, menghasilkan output dan outcome sesuai program dan kegiatan yang telah tercantum dalam DIPA.

Kepala Satuan Kerja wajin menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolannya dan menyelenggarakan penatausahaan atas barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada instansi vertical atasanya.

Dasar hukum pembukuan bendahara tertuang pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas umum dan Cara Mengerjakannya;

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 07/PB/2005 tentant tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.

Dengan melakukan pembukuan secara tertib, maka Kepala Satuan Kerja setiap saat dapat mengetahui :

1. Ikatan (komitmen) yang telah dibuat tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam kegiatan, sub kegiatan dan MAK.

2. Jumlah uang dan dana anggaran yang masih tersisa.

3. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya.

Selaku penanggungjawab kegiatan, Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan kepada Atasan Langsung/Atasan seluruh kemajuan yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi.  Dengan pelaporan yang teratur, tertib dan benar, pimpiman dapat mengukur kinerja Satuan Kerja dan bila timbul permasalahan dapat memberikan arahan/petunjuk serta menetapkan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sistem administrasi keuangan yang baik, memerlukan keterpaduan antara system pembukuan dan pelaporan.  Untuk itu parlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan.

2.
Ketentuan Umum
Pembukuan adalah proses pencatatan, klasifikasi serta akumulai dari semua bukti-bukti transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang yang dibebankan pada DIPA baik melalui Bendahara maupun melalui Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) / KPPN khusus, termasuk pencatatan dokumen aplikasi dan otorisasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program termasuk didalamnya terdiri dari Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Satuan Kerja Sementara.

3.
Laporan Yang Dapat Dihasilkan

Laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja yang mencakup laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Negara digunakan sebagai masukan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Laporan-laporan tersebut disusun dengan tujuan :

3.1. Sebagai pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) atas penggunaan dan pengelolaan dana yang dianggarkan.

3.2
Sebagai informasi manajemen dalam proses pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan kebijakan untuk masa mendatang.

4.
Sistem Pembukuan

Pembukuan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja.  Secara umum pembukuan pada tingkat ini menggunakan buku-buku yang sama, kecuali bebera buku pembantu dan tambahan yang digunakan Satuan Kerja dalam menyusun laporan kuangan (financial steatment).

Pembukuan pada Tingkat Pusat merupakan catatan untuk penyusunan laporan konsolidasi, disamping dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu alat pemantauan dan pengendalian keuangan.  Pembukuan pada Tingkat Pusat dapat dilakukan dengan system manual, namun demikian sistem pembukuan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dikomputerisasikan.

5.
Sistematika Petunjuk

Petunjuk ini terdi 7 Bab yang disusun sesuai dengan jenjang pelaporan yang dimulai dengan pembukuan dan pelaporan pada tingkat Satuan Kerja meningkat ke tingkat satmikal dan akhirnya pada tingkat Departemen.

BAB II

PEMBUKUAN SATUAN KERJA

1.
Ketentuan Dalam Pembukuan

1.1.
Jenis-jenis Buku

Pencatatan bukti-bukti tersebut di atas, dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Tambahan, dengan demikian semua aturan pembukuan berlaku terhadap ketiga macam buku tersebut.  Khusus untuk Dokumen Aplikasi dan Dokumen Otorisasi, pembukuannya dilakukan langsung ke dalam Buku Pembantu masing-masing tanpa melalui Buku Kas Umum.

(1) Buku Kas Umum (BKU) adalah buku untuk mencatat dan mengetahui jumlah-jumlah yang diterima, dikeluarkan dan sisa yang ada di bawah penggurusan Bendahara yang harus dipertanggungjawabkan setiap saat.

(2) Buku Pembantu adalah buku yang mengakumulasikan transaksi-transaksi ke dalam klasifikasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan.

Buku Pembantu yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Buku Bank

b. Buku Kas Tunai

c. Buku Pengawasan Uang Persediaan

d. Buku Pengawasan LS Bendahara

e. Buku Panjar

f. Buku Pengawas Kredit Anggaran

g. Buku Pajak

h. Buku PNBP

i. Buku Aplikasi dan Otorisasi

j. Buku lain-lain.

(3) Buku Tambahan adalah buku untuk mencatat dan merinci semua transaksi untuk tujuan pengendalian sesuai keperluan.  Meskipun fungsi utama Buku tambahan adalah Pengendalian, tetapi sesuai dengan perkembangan jenis-jenis laporan Buku Tambahan dapat juga digunakan sebagai sumber untuk penyusunan laporan.

1.2.
Jenis Tanda Bukti Pembukuan

Dokumen tanda bukti terdiri dari :

(1) Dokumen pembukuan untuk penerimaan, antara lain :

a.
SPM yang telah terbit SP2D nya terdiri dari :

· SPM-UP

· SPM-TUP

· SPM-GU

· SPM-GU Pengesahan

· SPM Nihil

· SPM-LS

b. Bukti Pungutan Pajak

c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

d. Bukti Pengembalian Panjar

e. Kredit Nota Bank (Jasa Giro)

f. Keterangan Kas untuk selisih Kas lebih yang ditemukan pada waktu penutupan BKU

g. Dokumen Aplikasi

h. Dokumen Otorisasi.

(2) Dokumen pembukuan untuk pengeluaran, antara lain :

a. Bukti pengeluaran pasti

b. SPM Langsung/SPM-LS yang telah terbit SP2D nya

c. SPM GU yang telah terbit SP2D nya (untuk SPM GU yang dipotong, dibuku sebesar nilai potongannya)

d. Bukti Pembayaran Panjar

e. Bukti Penyetoran

f. Debet Nota bank (Biaya Bank)

g. Dokumen Aplikasi

h. Dokumen Otorisasi

i. SPM Nihil (dalam rangka peniadaan selisih kas).

Hubungan dokumen pembukuan dengan penggunaan buku yang relevan dapat digunakan daftar Simak seperti tertera dapa lamiran 1.

1.3.
Penomoran dan Pembebanan tanda Bukti Pembukuan

Agar pembukuan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku Tambahan dapat dilakukan dengan konsisten maka setiap tanda bukti transaksi harus diberi nomor urut tertentu yang disebut “Nomor Bukti” Bukti Kas tersebut terlebih dahulu dicatat pada Buku Kas Umum, selanjutnya pada Buku Pembantu dan Buku Tambahan yang relevan.

Untuk mengarahkan pembukuan tanda bukti transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Tambahan serta cara pengarsipannya maka pada setiap tanda bukti transaksi penerimaan atau pengeluaran diberi kode pembebanaan.

Untuk memudahkan pelaksanaannya, perlu dibuatkan stempel khusus yang bentuk dan ukurannya sebagaimana tertera di bawah ini :



	1. Kode Satker
	…………………………

	2. Tahun DIPA
	…………………………

	3. Cara Pembayaran
	…………………………

	4. Sumber Pembiayaan
	…………………………

	5. Mata Anggaran
	…………………………

	6. Nomor Bukti Kas
	…………………………

	7. Tanggal Pembukuan
	…………………………

	8. Paraf
	…………………………


Penjelasan :

No. 1
:
diisi nomor kode satuan kerja

No. 2
:
diisi tahun DIPA

No. 3
:
diisi GU atau LS

No. 4
:
diisi RM apabila bersumber dari rupiah murni



diisi No. NPPHLN apabila bersumber dari PHLN.

No. 5
:
diisi secara lengkap (kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan dan MAK)

No. 6
:
diisi nomor bukti kas sesuai BKU

No. 7
:
diisi tanggal pembukuan

No. 8
:
diisi paraf pemegang buku.

2.
Buku Kas Umum

2.1.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Buku Kas Umum.

· Buku Kas Umum (NKU) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum berbentuk Skontro.

BKU harus dicetak dan berisi lima puluh atau seratus halaman sesuai dengan kebutuhan.  Sampul BKU dibuat dengan kulit tebal dan disebelah dalam dilekat dengan kertas putih.

· Pada prinsipnya setiap Bendahara yang mengurus uang negara harus menggunakan satu BKU walaupuan mengelola uang dari beberap jenis anggaran dan beberapa sumber dana.  Untuk setiap jenis dana (Rupiah/BLN) dan cara penarikan dana yang dikelola dibukukan dalam Buku Pembantu dan Buku Tambahan terpisah.

· Dalam hal uang yang dikelola bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan dana pendamping yang bersumber dari APBD Propinsi atau Kabupaten/Kota pengguna BKU dapat mengikuti ketentuan dalam bentuk ini atau mengikuti BKU yang ditetapkan dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah.  Namun demikian Buku Pembantu dan Buku Tambahan untuk dana yang bersumber dari PHLN tetap mengikuti ketentuan petunjuk ini.

· Sebelum BKU digunakan, Bendahara membuat catatan dengan tulisan tangan pada sampul kulit disebelah dalam mengenai  jumlah halaman BKU, kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk (contoh lampori II.1).  Tiap halaman BKU disebelah kanan atasi diberi nomor urut dan diparaf oleh Bendahara, kecuali halaman pertama dan terakhir harus ditanda tangani oleh Bendahara.

· BKU harus dikerjakan sendiri oleh Bendahara.  Jika dikerjakan oleh orang lain, harus diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk namun keterangan jumlah halaman dan diparaf/tanda tangan pada setiap halaman tetap dilakukan oleh Bendahara.

· Semua penerimaan dan pengeluaran Kas harus dibukukan terlebih dahuli dalam BKU setelah itu baru diterima atau dibayar, pembukuan ke dalam Buku Pembantu dan Buku Tambahan dilakukan kemudian.

· Tiap halaman BKU harus seluruhnya digunakan dan tidak boleh ada baris yang terluang.  Selain itu dilarang menggunakan BKU baru baik pada waktu penggantian tahun anggaran maupun pada waktu penggantian Bendahara apabila pada BKU yang lama masih terdapat halaman yang dapat digunakan.

· Penggantian dalam keadaan tersebut di atas diperbolehkan jika BKU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terjadi perubahan Satuan Kerja.

· Uraian dalam BKU harus ditulis dengan singkat dan jelas memuat identitas penerima atau pembayar dan tujuan penerimaan atau pembayaran.

2.2.
Cara Pembukuan Buku Kas Umum

· Semua bukti kas penerimaan dibukukan disebelah kiri pada sisi penerimaan sedangkan semua bukti kas pengeluaran dibukukan disebelah kanan pada sisi pengeluaran.

· Setiap kali ada sisi halaman BKU (baik sisi penerimaan atau pengeluaran) yagn sudah penuh, maka masing-masig sisi dijumlahkan dan kedua-duannya dipindahkan secara bersamaan ke halaman berikutnya dengan uraian “jumlah di pindahkan”.  Sedangkan pada sisi yang belum penuh ditarik garis miring dari kiri atas ke kanan bawah disejajarkan dengan sisi yang sudah penuh.

Dalam pembukuan baris pertama halaman berikutnya “jumlah dipindahkan” ditulis “jumlah pindahan”.

· Untuk selisih kas lebih yang ditemukan pada waktu penutupan BKU dan pengeluaran kecil-kecil yang tidak diperoleh tanda buktinya, dibuatkan Keterangan Kas (lampiran II.2).
· Dalam pelaksanaan pembukuan, penulisan dalam BKU harus dilakukan dengan tinta hitam dan tidak diperkenankan menghapus tulisan atau dengan Tip-Ex).   Pencoretan harus dilakukan dengan dua garis lurus sejajar tetapi masih dapat dibaca dan selanjutnya diparaf oleh pemegang buku.  Jika kesalahan pembukuan ditemukan setelah BKU ditutup maka pembatalan terhadap kesalahan pembukuan dilakukan dengan melakukan “kontra pos”.
2.3.
Penutupan Buku Kas Umum

Penutupan Buku Kas Umum dilalukan pada :

a.
Setiap akhir bulan pada hari kerja terakhir bulan bersangkutan dan ditanda tangani oleh Bendahara serta diketahui dan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja.

b.
Pada saat serah terima Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk menandatangani BKU, BKU ditutup oleh Bendahara, diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk tersebut baik pejabat lama maupun baru.

c.
Pada saat sertah terima Bendahara, BKU ditutup oleh Bendahara lama diketahui dan disetujui oleh Bendahra baru dan oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

d.
Pada saat serah terima Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk menandatangani BKU dan Bendahara, BKU dititup oleh Bendahara lama, diketahui dan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja lama atau pejabat lama yang ditunjuk menandatangni BKU serta diketahui dan disetujui pula oleh Bendahara baru dan Kepala Satuan Kerja baru atau pejabat yang ditunjuk menandatangani BKU.

e.
Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk, BKU ditutup oleh Pemeriksa, diketahui dan disetujui oleh Bendahara.

f.
Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi pemeriksa fungsional (Inspektorat, BPK, BPKP), BKU ditutup oleh Tim Pemeriksa disetujui oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

g.
Pada saat Ex Officio :

· Ex Officio Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk, Buku Kas Umum ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Tim Ex Officio.

· Ex Officio Bendahara, Buku Kas Umum ditutup oleh Tim Ex Officio diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Penutupan BKU dilakukan sebagai berikut :

1. Membuat garis penutup pembukuan pada sisi pengeluaran, langsung dibawah garis yang memuat uraian pengeluaran terakhir.  Sejajar dengan baris ini ditarik garis penutup pembukuan pada sisi penerimaan.  Dalam uraian pada sisi penerimaan lebih banyak dari uraian baris pada sisi pengeluaran, pembuatan garis penutup pembukuan dimulai dari sisi penerimaan.

2. Menjumlahkan Sisi Penerimaan dan Sisi Pengeluaran dengan menghitung jumlah penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan sisi yang bersangkutan dengan uraian “jumlah penerimaan” dan “jumlah pengeluaran”.
3. Menghitung sisa BKU dengan cara mengurangi jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, dan dicantumkan pada baris dibawah jumlah pengeluaran. Kemudian dibuat garis lurus dibawah sisa tersebut dari sisi penerimaan ke sisi pengeluaran.

4. Menghitung jumlah keseluruhan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dengan menjumlahkan seluruh penerimaan, pengeluaran dan sisa BKU sehingga menggambarkan keseimbangan antara lajur-lajur penerimaan dan pengeluaran kemudian dibuat dua garis lurus sejajar sebagai penutup langsung di bawah jumlah tersebut.

5. Membuat penjelasan penutupan BKU sesudah penutupan BKU seperti pada (contoh lampiran II-3).
6. Membuat Register Penutupan Kas untuk kelengkapan penutupan BKU seperti (contoh lampiran II-4).
2.4
Pembukuan pada halaman baru setelah penutupan BKU, dilakukan dengan cara memindahkan sisa BKU pada sisi penerimaan.  Apabila terdapat selisih kas lebih, jumlah tersebut dibukukan di bawah sisa.  Cara pembukuan seperti (contoh lampiran II-4).

3.
Fungsi Buku dan Tanda Bukti

3.1.
Buku Kas Umum.

a.
Fungsi Buku

Untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran baik berbentuk tunai maupun giral serta untuk penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan.

b.
Tanda Bukti Pembukuan

Semua jenis tanda bukti penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dikelola dan harus dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja dengan tidak membedakan jenis dan sumber dananya.

c.
Bentuk Buku BKU seperti contoh pada lampiran : II-6.

3.2.
Buku Pembantu.

3.2.1.
Buku Bank

a.
Sebagai alat kontrol dalam hal pembukuan lalu lintas uang di Bank.

Bila dipandang perlu, Satuan Kerja yang mempunyai PHLN, dapat membuat buku bank tersendiri.

b.
Tanda Bukti Pembukuan

SP2D-UP, SP2D-TUP, SP2D-GU, SP2D-LS (khusus yang ke rekening bendahara), Cek/Giro untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan atau Cek/Giro untuk pengisian kas (uang tunai) Bendahara, rekening Korang (jasa giro, biaya administrasi bank).

c.
Bentuk Buku Bank seperti contoh pada lampiran : II.7

3.2.2.
Buku Kas Tunai

a.
Fungsi Buku

Sebagai alat kontrol dalam hal pembukuan lalu lintas uang di brandkas bendahara.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Bukti penarikan uang dari Bank, bukti pemberian/penyelesaian panjar, bukti pungutan/penyetoran Pajak, PNBP, bukti pengeluaran pasti, dan setoran tunai sisa UP.

c.
Bentuk Buku Kas Tunai seperti contoh pada lampiran : II-B.

3.2.3.
Buku Pengawasan Uang Persedian (UP)

a.
Fungsi Buku


Untuk mamantau ketersediaan Uang Persediaan sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan penggantian Uang Persediaan kepada KPPN.


Untuk Uang Persediaan yang bersumber dari PHLN dibuat buku tersendiri.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


SP2D-UP, SP2D-TUP, SP2D-GU, bukti pengeluran pasti (khusus yang berasal dari UP) dan penyetoran sisa UP.

c.
Bentuk Buku Pengawasan Uang Persediaan seperti contoh pada lampiran II-9.

3.2.4
Buku Panjar

a.
Fungsi Buku


Sebagai alat monitor atas jumlah uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh penerima/pengambil panjar.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Bukti pengambilan panjar dan bukti penyelesaian panjar.

c.
Bentuk Buku Panjar seperti contoh pada lampiran : II-10.

3.2.5.
Buku Pengawasan Kredit Anggaran

a.
Fungsi Buku

· Sebagai alat control agar pembayaran tidak melampuai/kredit anggaran (Pagu) setiap MAK yang tercantum dalam DIPA.

· Sebagai bahan penyusunan realisasi anggaran.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


SPM/SP2D-GU, SPM/SP2D-GU Nihil, SPM/SP2D-LS, dan Bukti Pengeluaran Pasti (UP).


Catatan :


SPM-GU, SPM-GU Nihil, SPM-LS dianggap devinitive apabila telah terbit SP2D bersangkutan.

c.
Bentuk Buku Pengawas Kredit  nggaran seperti contoh pada lampiran : II-11.

3.2.6
Buku Pajak

a.
Fungsi Buku


Sebagai alat monitor atas jumlah hasil penerimaan pungutan pajak dan penyetorannya.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Bukti Penerimaan Pajak yang dipungut dan bukti penyetoran pajak.

c.
Bentuk Buku Pajak seperti contoh pada lampiran : II-12

3.2.7.
Buku PNBP

a.
Fungsi Buku


Sebagai alat monitor atas jumlah hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyetorannya.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Bukti penerimaan PNBP yang dipungut dan bukti penyetoran PNBP

c.
Bentuk Buku PNBP seperti contoh pada lampiran : II-13

3.2.8.
Buku Pengawasan Kredit Anggaran

a.
Fungsi Buku


Buku ini berfungsi untuk mencatat semua nilai aplikasi dan otorisasi secara kumulatif per NPLN yang tata cara penarikannya melalui Direct Payment (PL) atau melalui pembukuan L/C.  Buku ini digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PHLN dan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang menerima PHLN (Financial Steatment).

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Tanda Bukti yang dibukuan adalah bukti aplikasi dan bukti otorisasi pembayaran PHLN.

c.
Bentuk  Buku  Aplikasi  dan  Otorisasi  seperti contoh pada lampiran : II-14.

3.2.9.
Buku Tambahan

a.
Fungsi Buku


Buku ini berfungsi untuk mencatat semua penerimaan atau pengeluaran LS yang melalui rekening Bendahara.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


SPM/SP2D-LS (gaji, lembur, perjalanan lainnya/tetap, honor/vakasi).

c.
Bentuk  Buku Pengawasan LS Bendahara seperti contoh pada lampiran : II-15.
3.3.
Buku Tambahan.

3.3.1.
Buku Panjar Perorangan

a.
Fungsi Buku


Sebagai alat monitor atas jumlah uang yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing penerima/pengambil panjar.

b.
Tanda Bukti Pembukuan


Bukti pengambilan panjar dan bukti penyelesaian panjar.

c.
Bentuk Buku Panjar Perorangan Bendahara seperti contoh pada lampiran-16..

3.3.2.
Buku Tambahan Lainnya

Buku tambahan lainnya dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja.

BAB  III

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

A.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan SPP kepada Pejabat Penguji / Penerbit SPM mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN tanggal 28 Desember 2005.

Jenis SPP

Jenis Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian (UP)]

3. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian (SPP-GU)

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

1.
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP)

SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM setelah diterimanya DIPA atau dokumen lain yang disamakan untuk mengisi kas bendahara, mengikuti ketentuan yang berlaku dengan dilampiri Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk menyatakan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa PUM, dan dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM.

Dalam hal penggunaan UP belul mencapai 75%, sedangkan Satker yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, Satker dimaksud dapat mengajukan TUP.

2.
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP)

SPP-TUP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat  lain yang ditunjuk kepada Pejabat Panguji/Penerbit SPM apabila ada keperluan yang mendesak yang jumlahnya melebihi jumlah UP yang diterima sebelumnyam dengan dilampiri :

a. Rincian Penggunaan Dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak.

b. Suarat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untu TUP di atas Rp. 200.000.000,-.

c. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk bahwa :

1) Dana tambahan tersebut akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

2) Tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran LS.

3) Apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung sejak tanggal SP2D maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas Negara.

d. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3.
Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP)

SPP-GUP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada Pejabat Penguji / Penerbit SPM sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana UP yang jumlahnya minimal 75% dari dana UP yang diterima oleh masing-masing PUM, dilampiri :

· Kwitansi / tanda bukti pembayaran;

· Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

· Faktur Pajak

· Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Angaran / Pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila diantara PUM telah merelisasikan penggunaan UP-nya sekurang-kurangnya 75%, Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan SPM-GUP bagi PUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75%.

4.
SPP Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Pengadaan Tanah

Pembayran pengadaan tanah untuk kepentingan umu dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).   Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP.

Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

a.
SPP-LS (Permbayaran langsung)

1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota.

2) Foto copy bukti kepemilikan tanah;

3) Kwitansi;

4) SPPT PBB tahun transaksi;

5) Surat persetujuan harga;

6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

7) Pelepas/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapkan PPAT;

8) SPP PPh final atas pelepasan hak;

9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

b.
SPP-UP/TUP

1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi persayaratan daftar nominative pemilik tanah yang ditanda tangani oleh Kuasa PA.

2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan panitia pengadan tanah di kabupaten/kota setepat dan dilengkapi dengan daftar nominative pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditanda tangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan tanah (PPT).

3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari kantor Pusat Ditjen PBN/ kanwil Ditjen PBN sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang berlaku.

5.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi.

a.
Pembayaran gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/ Gaji terusan/ Uang Duka wakaf/ Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan pangkat, SK Jabata, Kenaikan Gaji Bekala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar keluarga (KP4), Foto copy Surat Nikah, Foto copy Akte Kelahiran, SKKP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SPP PPh pasal 21.  Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.

b.
Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembuh yang ditanda tangani oleh Kuasa PA / Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara pengeluaran Satker/SKS yang bersangkutan, surat perintah kerja, lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP PPh pasal 21.

c.
Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa PA / Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan, dan SSP PPh Pasal 21.

6.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) non belanja pegawai

a.
Pembayaran pengadaan barang dan Jasa :

1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;

2) Surat Pernyataan Kusa PA mengenai penetapan rekanan;

3) Berita Acara penyelesaian pekerjaan;

4) Berita Acara Serah terima pekerjaan;

5) Berita Acara Pembayaran;

6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;

(format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4);

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditanda tangani Wajib Pajak;

8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;

10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah murini dan lampiran 6 untuk PHLN.

Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap (5) lima dan disampaikan kepada :

a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;

c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

b)
Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) :

1) Bukti tagihan daya dan jasa;

2) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT.PLN,PT. Telko,, PDAM dll)’

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilalukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP;

Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapat dispensasi/ persetujuan terlebih dahulu dan Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenan.

c)
Pembayaran Pelanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan daftar nominative pejabat yang akanmelakukanperjalanan dinas, yuang berisi antara lain : informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.


Daftar nominative tersebut harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.


Pembayaran dilakukan oleh Bendahara pengeluaran satker/ SKS yang bersagkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjananan dinas.

d)
SPP-LS (Pembayaran langsung)

1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota;

2) Foto copy bukti kepemilikan tanah;

3) Kuitansi;

4) SPPT PBB tahun transaksi;

5) Surat persetujuan harga;

6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

7) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;

8) SSP PPh final atas pelepasan hak;

9) Surat pelepasan hak adapt (dipadiperlukan).

Bentuk Formulir dan Cara Pengisian :

· Surat Pernyataan Pembayaran (SPP), lampiran III-1.

· Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB), lampiran III-2.

· Kuitansi UP, lampiran III-3.

· Kuitansi LS, lampiran III-4.

· Ringkasan Kontrak Rupiah Murni, lampiran III-5.

· Riangkasan Kontrak PHLN, lampiran III-6.

· Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA Tahun …., lampiran III-7.

· Daftar perhintungan jumlah maksimal pencarian dana (MP) Satker Pengguna PNBP, lampiran III-8.

· Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), lampiran III-9.

· Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), lampiran III-10.

B.
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Setelah menerima SPP, Pejabat Penguji / Penerbit SPM, selanjutnya menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut :

1.
Penerimaan dan Pengujian SPP.

Petugas penerima SPP memeriksa kelengakpan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat / menandatangani tanda terima SPP berkenaan.  Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Penguji / Penerbit SPM.

2.
Pejabat Penguji / Penerbit SPM melakukan pendukung SPP sebagai berikut :

a.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakninan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

c.
Memeriksa kesesuian rencana kerja dan / atau kelayakan hasil kerja yang di capai dengan indicator keluaran.

d.
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuian dan / atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)

3) Jadwal waktu pembayaran.

e.
Memeriksa pencapaian tujuan dan / atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan / atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

3,
Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP / SPP-GUP/SPP-LS maka pejabat penguji SPP/ penandatanganan SPM menerbitkan SPM-UP/SPMT-UP/SPM-GUP.SPM/LS dalam rangkap 6 (enam).

a.
Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.

b.
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

c.
Lembar keempat disampiakan kepada Penanggungjawab Akuntansi Satuan Kerja.

d.
Lembar Kelima disampikan kepada Pejabat yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen.

e. Lembar keenam disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran.

4.
SPM Pengembalian (SPM KP, SPM KPBB, SPM KBC, SPM 1B, SPM BPHTH dan lain-lain) akan diatur sendiri.

5.
Pembayaran Pengembalian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara diatur sebagai berikut :

a.
Bagi Kementerian Negara/Lembaga atau Satker yang mempunyai DIPA, SPM pengembalian diterbitkan oleh Satker yang bersangkutan.

b.
Bagi instansi/badan/pihak ketiga yang tidak mempunyai DIPA, SPM pengembalian diterbitkan oleh KPPN cq.  Subbagian umum sesuai ketentuan yang berlaku.

6.
Pembayaran Pengembalian Pengeluaran Anggaran yang terlanjut disetor ke Rekening Kas Negara, SPM pengembalian diterbitkan oleh Satker yang bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGUNA ANGGARAN

Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untit eselon yang lebih tinggi (selaku KPA Asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (selaku KPA Penerima) dalam unit eselon I yang sama pada Departemen/Lembaga, untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Penerbitan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-07/PB/2005 tanggal 15 Juni 2005.

1.
Maksud dan Tujuan

Penerbitan SKPA dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemayaran antar wilayah.

2.
Syarat-syarat Penerbitan SKPA

a.
SKPA diterbitkan per jenis belanja untuk jangka waktu satu tahun anggaran sesuai program, kegiatan, sub kegiatan dan MAK sebagaimana tercantum dalam DIPA dengan menggunakan format terlampir (lampiran IV.1)

b.
SKPA diterbitkan oleh unti eselon yang lebih tinggi kepada KPA unit eselon yang lebih rendah dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemen/lembaga.  Pengecualian dari ketentuan ini dimungkinkan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3.
Akibat Yang Timbul dari Surat Kuasa Penerbitan SKPA

Dengan diterbitkannya SKPA maka :

· Anggaran KPA Asal berkurang sebesar nilai yang dikuasakan

· Anggaran KPA Penerima bertambah sebesar nilai yang dikuasakan

4.
Pembayaran

a.
Mekanisme pembayaran melalui SKPA dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005.

b.
Penerbitan SPM atas dasar SKPA harus mencantumkan kode :

· Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, KPA Asal

· KPA dan lokasi KPA Penerima.

5.
Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan SKPA

a.
KPA Asal menerbitkan SKPA yang ditandatangani basah (asli) dalam rangkap 10 (sepuluh), disampaikan kepada KPPN Asal untuk mendapatkan pengesahan.

b.
KPPN Asal mengesahkan SKPA dan menyampaikan SKPA yang telah disahkan, dalam rangkap 5 (lima) kepada KPA Asal.

· 1 (satu) berkas kepada KPPN Penerima

· 1 (satu) berkas kepada Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan yang membawahi KPPN Asal.

· 1 (satu) berkas kepada Kantor Wilayah Ditjen. Perbendahaan yang membawahi KPPN Penerima.

· 1 (satu) berkas kepada Direktorat Informasi dan Akuntansi Ditjen. Perbendaharaan.

· 1 (satu) berkas sebagai pertinggal.

c.
KPA Asal mengirimkan rangkap 4 (empat) SKPA yang telah disahkan kepad KPA Penerima dan menyimpan 1 (satu) berkas sebagai pertinggal.

d.
KPA Penerima menyampaikan rangkap 3 (tiga) SKPA yang diterimanya kepada KPPN Penerima pada saat pengajuan pertama SPM yang diterbitkan dan menyimpan 1 (satu) berkas sebagai pertinggal.

e.
Sisa Pagu SKPA pada KPA Penerima tidak dapat digunakan oleh KPA Asal.

f.
Sisa Uang Persediaan yang tidak digunakan lagi disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

g.
KPA Penerima wajib menyampaikan 1 (satu) berkas pertanggung jawaban baik fisik maupun keuangan kepada KPA Asal.

6.
Pelaporan

KPA Penerima wajib menyusun Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK) setiap akhir bulan secara terpisah (tidak disatukan dengan LKK dan LKKA DIPA Penerima Kuasa), dan dikirim kepada :

· Biro Keuangan

· Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan masing-masing cq. Kabag Keuangan/Unit Keuangan.

· Direktorat Bina Program/Bintek Satminkal masing-masing

· Atas Langsung masing-masing/Direktorat Pembina.

· KPA Asal

· Arsip.

BAB V

LAPAORAN BULANAN

Kepala Satuan Kerja wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertical atasannya.

Pejabat Eselon I menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya.  Membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi kantor unit eselon I yang bersangkutan dan kantor vertical di lingkungannya kepada Menter cq. Sekretaris Jenderal.

Guna memudahkan pelaporan dan menghasilkan informasi yang relevan, maka seluruh laporan realisasi dinyatakandalam mata uang rupiah, sehingga dapat langsung dibandingkan dengan anggaran.  Informasi realisasi dinyatakan dalam nilai kumulatif sampai dengan bulan pelaporan, sehingga menggambarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang mutakhir.

1.
Jenis Laporan 

Jenis laporan bulanan yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja terdiri dari :

· Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

· Laporan Keadaan Kredit Anggaran (per sumber dana dan per nomor PHLN)

· Laporan Keadaan Kas (per sumber dana dan per nomor PHLN)

· Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.
Distribusi  Laporan 

Laporan Bulanan dibuat rangkap 5 dan didistribusikan kepada :

Lembar
I
:
dikirim ke Biro Keuangan, cq. Bagian Anggaran

Lembar
II
:
dikirim ke Sekretariat Ditjen, Sekretariat Itjen dan Sekretariat Badan masing-masing cq. Bagian Keuangan atau Unit Keuangan.

Lembar
III
:
dikirm ke Direktorat Bina Program Satminkal masing-masing.

Lembar
IV
:
dikirim ke Atasan Langsung masing-masing/Direktorat Pembina.

Lembar
V
:
Arsip.

3.
Bentuk Laporan dan Cara Pengisiannya 

Bentuk Laporan untuk masing-masing jenis Laporan dan tata cara pengisiannya seperti tertera pada lampiran V.1 s/d lampiran V.3.

Kecuali penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengikuti ketentuan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB VI

LAPORAN TAHUNAN / TENGAH TAHUNAN

Kepala Satuan Kerja di samping wajib menyusun Laporan Keuangan Bulanan, juga diwajibkan menyusun Laporan Tahunan/Tengah Tahunan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

1.
Jenis Laporan 

1.1.
Financial Statement

Satuan Kerja yang memperoleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan disyaratkan dalam NPPHLN, maka Satuan Kerja pada akhir tahun anggaran wajib menyusun Laporan Keuangan (Financial Statement).

Sebelum Financial Steatment dikirimkan ke PPHLN terlebih dahulu diaudit oleh auditor independent yang telah ditentukan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan bersangkutan.

Bentuk dan tata cara penyusunan laporan diatur tersendiri dan mengikuti ketentuan dari PPHLN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1.2.
Konsolidasi Financial Statement

Dalam Hal pinjaman/Hibah Luar Negeri digunakan untuk membiayai lebihd ari satu Satuan Kerja dalam satu Satminkal, maka Satminkal yang membawahi Satuan Kerja yang memperoleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri bersangkutan wajib menyusun Konsolidasi Financial Statement per nomor PPHLN yang mencakup Financial Statement semua Satuan Kerja.

Apabila Pinjaman/Hibah Luar Negeri digunakan untuk membiayai lebih dari satu Satminkal, maka perlu ditunjuk unit yang menyusun Konsolidasi Finansial Steatment per nomor PPHLN yang mencakup Financial Statement semua Satminkal.

Penyusunan Konsolidasi Financial Statement per nomor PPHLN yang mencakup Financial Statement semua Satminkal, biasanya adalah Project Management Unit (PMU) yang telah ditunjuk atau Satminkal yang memperoleh pinjaman paling besar (leading/executing agency).

Sebelum Laporan Konsolidasi ini disampaikan kepada PPHLN, terlebih dahulu di audit oleh auditor independent yang telah ditentukan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bentuk dan tata cara penyusunan laporan diatur tersendidi dan mengikuti ketentuan dari PPHLN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1.3.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Untuk tujuan akuntabilitas, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi, tentang anggaran dan kegaitan instansi serta menjaga asset instansi, dilakukan pencatatan dan pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesaui dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.

Tata cara pencatatan dan pemrosesan dalam penyusunan laporan keuangan megnikutan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat, yang dalam pelaksanaannya menggunakan program komputer Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang baku.  Setiap Departemen/Lembaga wajib melaksanakan pencatatan dan pemrosesan tersebut melalui Sistem Akuntansi Instnasi (SAI) sebagi bagian dari SAPP.

SAI menghasilkan Laporan berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang perlu dilengkapi dengan penjelasan dan informasi tentang laporan yang disajikan.  Laporan tersebut dibuat pada setiap semester/tengah tahunan dan akhir tahunan anggaran.

Proses penyusunan laporan disusun secara berjenjang, dimulai dari laporan tingkat Satuan Kerja UAKPA (oleh Unit Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran), laporan tingkat Wilayah (oleh unti Akuntansi Wilayah/UAW), laporan tingkat Satminkal (eselon I) (oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I / UAPPA-EI) sampai dengan laporan tingkat Departemen (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ UAPA).

BAB VII

PEJABAT PENGGANTI SEMENTARA PEJABAT INTI SATUAN KERJA

Untuk menghindari terjadinya keterlambatan/hambatan berbagai kegiatan Satuan Kerja dalam hal ini Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penerbit SPM dan Bendahara berhalangan diperlukan adanya pengaturan sebagai berikut :

1.
Bila berhalangan karena sakit yang tidak serius (sakit ringan) sepanjang masih dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya ringan, misalnya masih mampu membubuhkan tanda tangan pada dokumen- dokumen yang diperlukan, tidak perlu dilakukan penggantian sementara oleh orang lain.

2.
Bila berhalangan karena sakit berat yang penyembuhannya diperkirakan memerlukan waktu yang cukup lama atau kemungkinan sembuh sangat kecil, sehingga jika tidak dilakukan pengantian akan mengganggu tugas-tugasnya secara keseluruhan, maka dilakukan penggantian yang bersifat definitive.

3.
Terhadap halangan yang sudah dapat dijadwalkan, seperti cuti, mengikuti pendidikan/kursus/penataran atau hal-hal lainnya dapat diatur sebagai berikut :

a.
Sepanjang halangan tersebut tidak melebihi 1 (satu) bulan dapat dilakukan penyerahan sementara tugas-tugasnya dengan memberikan surat kuasa yang diketahui dan disetujui oleh atasan langsungnya, tanpa harus disertai Berita Acra Serah Terima.

b.
Bila halangan tersebut melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan agar dilakukan penggantian sementara dengan mengangkat Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja bersangkutan, dengan catatan bagi Pejabat Penganti Sementar (Pgs) Kepala Satuan Kerja tidak diperkenankan menandatangani perjanjian/kontrak/SPK yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran dalam DIPA dan tidak diperkenankan mengubah komposisi personalia.  Dalam hal pada masa berhalangan tersebut diperlukan adanya penandatangan surat perjanjian/kontrak/SPK, maka penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

c.
Khusus untuk Pejabat penguji/Penerbit SPM yang berhalangan, maka penetapan Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

d.
Bila halangan tersebut melebihi 3 (tiga) bulan agar dilakukan penggantian secara definitif.

4.
Dalam penetapan Pejabat Pengganti Sementara harus memuat secara jelas kewenangan yang diberikan meliputi :

a.
Menandatangani setuju dibayar/lunas dibayar kuitansi/bukti pengeluaran

b.
Menandatangani surat perintah lembur

c.
Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

d.
Menandatangani cek untuk mengambil uang dari Bank;

e.
Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

f.
Menandatangani laporan, baik keuangan maupun kemajuan pekerjaan fisik

g. 
Menandatangani BKU dan Buku lainnya

h. 
Hal-hal lain yang dianggap perlu.

5.
Pejabat pengganti sementara bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan, sesuai tingkat kewenangannya.

6.
Penyerahan dari Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komiten,Pejabat Penguji/Penerbit SPM dan Bendahara Kepada Pejabat Pengganti Sementara disertai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan (contoh terlampir).

7.
Pejabat pemberri surat kuasa tetap bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan.

8.
Masa berlaku Jabatan Pengganti Sementara adalah sampai dengan Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penerbit SPM dan Bendahara bersangkutan kembali sesuai dengan tanggal yang ditetapkan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

10 cm
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